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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 

 
NOMOR  5  TAHUN 2010 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 

KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
JAWA BARAT DAN BANTEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI MAJALENGKA, 
 

Menimbang  :  

 
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 
dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 

10), maka status Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten telah berubah menjadi Perseroan Terbatas; 
 

b. bahwa ………… 2 
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b. bahwa penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka 

Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan 
penyetoran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 

2010 Nomor 2) tidak dapat dilaksanakan mengingat mekanisme tambahan 
setoran modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 

Tbk. dilaksanakan melalui tata cara right issue.   
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan 

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan 

Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten. 

 
Mengingat :  
 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 2851); 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 
 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1992 Nomor  31, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia  Nomor 3472) sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3790) 

 

4. Undang-Undang .... 3 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3843); 

 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 
 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

12. Peraturan Daerah …. 4 
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12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10); 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Majalengka Nomor 1); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang  

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA 

dan 

BUPATI MAJALENGKA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  
 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA 

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. 
 

Pasal 1 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 ............. 5 
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Pasal 2  

  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka. 
     

 Ditetapkan di  Majalengka 
 pada tanggal 11 Nopember 2010 

 
 BUPATI MAJALENGKA, 

 

Cap/Ttd 
 

SUTRISNO 
 

Diundangkan di Majalengka 

pada tanggal 11 Nopember 2010 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MAJALENGKA, 
 

               Cap/Ttd 
 

ADE RACHMAT ALI 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 5 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
SETDA KABUPATEN  MAJALENGKA 

 
 
 

TATANG RAHMAT, SH 

NIP. 196011221986081001 
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